
BUPATI KUBU RAYA 
PERA TURAN BUPATI KUBU RAY A 

NOMOR I7 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2008 
TENT ANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM BIDANG KEPEGA WAIAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPA TEN KUBU RAY A 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk peyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, 
dan terkontrol, dipandang perlu untuk melaksanakan 
perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Pendelegasian Wewenang dalam Bidang Kepegawaian 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3149); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 



• 

Menetapkan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4192); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4019); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
U rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daer ah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG 
PENDELEGASIAN WE WEN ANG DALAM BIDANG 
KEPEGA W AIAN DI LING KUN GAN PEMERINT AH KABUPATEN 
KUBU RAYA. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 (Berita Daerah 
Tahun 2008 Nomor 32) tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 
Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mengenai 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
pada huruf diatas kewenangan dilakukan oleh Bupati; 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf h, mengenai persetujuan 
pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf diatas 
kewenangan dilakukan oleh Bupati; 

« 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

ai Raya 
4- 2009/ 

RAYA, 

Ditetapkan di Su 
pada tanggal 2 

SUP ARW ANTO 
BERITA DI ERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUJN ................, NO1MOR .........s.s..sos. 

Diundangkan di Sungaj 7 aya 

lt pad a tang gal ., ...••.••••••....•••• 
P ''· SEKRETARIS DAERAH KAFUPATE! KIRI} PAYA 


